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PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Jambi, 01 Januari 1982, umur 36 tahun,
agama lIslam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani
karet, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun,
selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Rejo Sari, 27 April 1980, umur 38 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh
bangunan, tempat tinggal dahulu di Kabupaten
Sarolangun, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan
pasti di wiayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dalam
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Desember
2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun

dengan register Nomor -/Pdt.G/2017/PA.SRL tertanggal 18 Desember 2017

telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 28 November 2003 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -/2003 seri AF
tanggal 05 Desember 2003 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat
mengucapkan shihgat taklik talak sebagaimana yang terdapat di dalam
kutipan akta nikah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 7 tahun, kemudian
pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas sampai
mereka berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’'da dukhul) dan telah dikaruniai
seorang anak yang bernama ANAK bin TERGUGAT, umur 13 tahun;
4. Bahwa Penggugat telah menunaikan kewajiban Pengggat sebagai istri;
5. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat sampai sekarang
Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula member kabar tentang
keberadaan Tergugat sehingga dengan demikian Tergugat telah
meninggalkan Penggugat yang lebih kurang 11 bulan;
6. Bahwa selama 11 bulan tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah
Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat ajdikan
sebagai nafkah serta selama waktu tersebut tergugat telah membiarkan
(tidak mempeduikan) Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun
tidak berhasil;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar singat taklik talak
yang telah diucapkannya sesaat setelah melangsungkan pernikahan dengan
Penggugat, dan Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.

10.000 (sepuluh ribu rupiah);
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10. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas
dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagaimana diterangkan dalam
surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan |,
Kabupaten Sarolangun Nomor -/2017 tanggal 19 Desember 2017;

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang
sampai saat ini sudah terhitung lebih kurang 1 tahun lamanya, maka
Penggugat merasa tidak sanggup lagi menunggu Tergugat dan tidak ada
harapan lagi untuk dapat hidup rukum sebagai suami istri dengan
Tergugat di masa akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sarolangun c.gq. Majelis hakim yang menyidangkan perkara
ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan talak satu khul'l Tergugat terhadap Penggugat
dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun
menurut relaas panggilan Nomor: 0-/Pdt.G/2017/PA.SRL tanggal 21 Desember
2017, 19 Januari 2018 dan pengumuman 02 Februari 2018, ternyata telah
dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak
berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut
tidak berhasil;
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Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah
hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam sidang yang
tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:
-/2003 seri AF tanggal 05 Desember 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat,
bermaterai cukup dan telah dinazzeglen dan dicocokkan dengan aslinya (P);

Disamping itu Penggugat juga melampirkan Kartu Tanda Penduduk
sebagai warga Sarolangun Nomor 1503054101820020 atas nama Penggugat
dan Surat Keterangan Ghaib Nomor -/2017 atas nama TERGUGAT tanggal 19
Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan, Kabupaten
Sarolangun;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah

menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama:

SAKSI |, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani karet, pendidikan
SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah
sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak
kandung Penggugat dan tinggal masih bertetangga;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah
dikaruniai 1 orang anak;

- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat

pergi tanpa sebab dan tidak memberitahu akan kemana;
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- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih;

- bahwa selama Tergugat pergi tidak ada nafkah wajib yang diberikan atau

meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai sumber nafkabh;

- bahwa upaya untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan tetapi
tidak berhasil;

SAKSI Il, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani karet,
tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ketua RT setempat dan tinggal bertetangga dekat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah

dikaruniai 1 orang anak;

- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi,

Tergugat pergi tanpa sebab dan tidak memberitahu akan kemana;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun
lebih;

- bahwa selama Tergugat pergi tidak ada nafkah wajib yang diberikan

atau meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai sumber nafkah;

- bahwa upaya untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan
tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi

mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai
jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat
bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup
bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan
yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-
syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa
lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta
penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua
belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di depan
sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat,
tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan
maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena

pihak Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat
dengan suami istri untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai
dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
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Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah
diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan
surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung
terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti
persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan
yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk
menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula
kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat
gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang
menikah secara Islam pada tanggal 28 November 2004 dan tercatat di KUA

Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung,
kemudian pindah Kecamatan Pelawan yang merupakan wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Sarolangun;

3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis,
namun saat ini mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat tanpa ada sebab, yang mana hal tersebut sudah
berjalan 1 tahun lebih.

4. Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada nafkah yang diberikan
Tergugat kepada istri dan anak-anaknya, atau meninggalkan harta yang bisa

dijadikan sebagai sumber nafkah;
5. Bahwa saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

6. Bahwa upaya untuk mencari Tergugat sudah pernah dilakukan namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-daliinya dan

alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (g)
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peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi

Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah
sejalan dengan dalil syara’

1. Pendapat Syaikh Sayid Sabiq dalam kitab Figh Sunnah, Juz Il, halaman 248:

Jsess 06 31 o] s ;Ju@m a2sf 3287 O 1515

w

aio@_b.?.MJJLoya‘j’lwg,l QlS§i,J:u.-.JI
ol ot 31 . 25531

Artinya: Jika Tergugat sangat jauh sehingga sangat sulit untuk mencarinya,
atau tidak diketahui tempatnya, atau dia raib (hilang) dan telah
nyata tidak ada harta ditinggal yang bisa dijadikan nafkah, maka

hakim boleh menceraikannya."

2. Pendapat Syaikh Zakaria Al-Anshari dalam kitab As-Syarkawi ‘ala At-Tahrir, Juz
I, halaman 302:

-

g g - 1=~ - = - Z T T
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Artinya: "Dan siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka
jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut karena ia telah

menetapkan perkataannya. (berdasarkan zahir ucapannya)”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti Tergugat telah
melanggar sighat taklik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkannya setelah
melangsungkan akad nikah, juga telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (g)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat terwujudnya pelanggaran shighat taklik talak
oleh Tergugat sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah
diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, adalah mesti dilandasi
oleh sikap tidak ridha-nya istri (Penggugat), istri (Penggugat) mengadukan
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halnya kepada Pengadilan Agama, pengaduan istri dibenarkan serta diterima
oleh Pengadilan Agama, dan istri (Penggugat) mesti membayar uang iwadh
sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang
menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak adalah istri
(Penggugat) mesti membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan
Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat menyatakan
bersedia membayar uang iwadh tersebut ke Pengadilan Agama melalui Majelis
Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesijid
(BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim
sepakat dan berpendapat bahwa antara Penggugat sudah cukup lama dan
bersabar menunggu kepulangan Tergugat, yakni selama 1 tahun lebih, namun
Tergugat tidak pernah kembali dan keberadaannya pun tidak diketahui dimana,
dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat dan anak-anaknya, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai

cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat
dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh
sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 316. 000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02
Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Yenisuryadi, MH yang sebagai Hakim
Ketua Majelis, Zakaria Ansori, SHI, MH dan Ermanita Alfiah, SH masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri
oleh Hakim Anggota dan Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Hakim Ketua
Zakaria Ansori, SHI, MH Drs. Yenisuryadi, MH
Hakim Anggota

Ermanita Alfiah, SH

Panitera Pengganti
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Dra. Zuriah

Perincian biaya perkara :

1. Biayapendaftaran :Rp 30.000,-
2. Biaya Proses :Rp 50. 000,-
3. Biaya panggilan : Rp 310. 000,-
4. Redaksi :Rp 5.000,-
5. Materai :Rp 6.000.-

Jumlah : Rp. 316. 000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)
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